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ABSTRAK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin bertanggung jawab melaksanakan program Kartu Tanda Penduduk (KIA), khususnya dalam inisiatif pendataan anak dan penerbitan KIA. Sebanyak 44.661 anak yang memiliki akta kelahiran dan usia 0–17 tahun menjadi sasaran program Kartu Tanda Penduduk (KIA) yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Sebanyak 18.381 anak menerima KIA dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Talang Kelapa pada periode hingga Februari 2021, sedangkan yang tidak menerima KIA sebanyak 26.280 anak. Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi program KIA sebagai program kependudukan terkini. Evaluasi pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Banyuasin menjadi tujuan utama penelitian ini. Diantaranya, masih banyak anak yang belum memiliki KIA. dan belum adanya petugas program pengelolaan KIA pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Teknik analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa Program Kartu Tanda Penduduk Anak Kabupaten Banyuasin telah terlaksana sebagaimana mestinya, meskipun ada beberapa tantangan terkait implementasinya, seperti fakta bahwa kartu KIA yang dicetak lebih sedikit dari yang diperkirakan. Namun rencana Disdukcapil untuk menjadwalkan mobil keliling merupakan upaya untuk meningkatkan kepemilikan KIA.



Kata Kunci: evaluasi, pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak

ABSTRACT


Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin menjadi tempat dilaksanakannya program Kartu Tanda Penduduk (KIA), khususnya terkait inisiatif pendataan anak dan publikasi KIA. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin menetapkan tujuan program Kartu Tanda Penduduk (KIA) untuk mendaftarkan 44,66 anak usia 0 hingga 17 tahun yang memiliki akta kelahiran. Hingga Februari 2021, Disdukcapil Kabupaten Banyuasin telah menerbitkan 18.381 anak yang memiliki sertifikat KIA, dibandingkan 26.280 anak tanpa sertifikat. Sebagai program kependudukan terkini, hasil ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan program KIA. Dalam penelitian ini dievaluasi pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Banyuasin. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: Masih banyak anak yang belum mempunyai KIA. Kecamatan Sipil Banyuasin. Metode analisis data penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Kajian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Program Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Banyuasin telah berhasil dilaksanakan, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti jumlah pencetakan kartu KIA yang belum mencapai target. Namun rencana Disdukcapil untuk menjadwalkan mobil keliling merupakan salah satu inisiatif untuk mendongkrak kepemilikan KIA..
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PENDAHULUAN

Pemerintah dalam penerbitan program Kartu Identitas Anak, selanjutnya disebut sebagai KIA merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban  pemerintah untuk memberikan Pentingnya memberikan identitas kependudukan, khususnya bagi anak-anak, guna mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik guna mewujudkan hak-hak terbaik khususnya bagi anak. Hal ini berlaku di tingkat nasional. Memiliki anak KIA, menurut pemerintah, dapat memudahkan pendataan kependudukan dan pemberian hak-hak anak karena memiliki sejumlah keuntungan.

Pada tahun 2016, 50 kabupaten dan kota di Indonesia memperkenalkan program Kartu Identitas Anak (KIA), yang merupakan inisiatif terbaru pemerintah terkait kependudukan. Program Kartu Tanda Penduduk (KIA) diluncurkan pada Januari 2019 di Kabupaten Banyuasin, salah satu dari 50 kabupaten/kota.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyusin bertugas melaksanakan Program Identifikasi Anak (KIA) di Kabupaten Banyusin, khususnya dalam upaya pengumpulan informasi anak dan penerbitan KIA. Berdasarkan data penerbitan KIA, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) masih belum berjalan maksimal. Karena tercapainya tujuan program merupakan salah satu cara untuk menilai seberapa baik suatu program dilaksanakan.

Berdasarkan data, terdapat 44.661 anak di Kecamatan Talang Kelapa yang berusia antara 0 hingga 17 tahun. Pada tahun 2021, Kecamatan Talang Kelapa mengeluarkan utang kematian kepada 18.381 anak, sedangkan menurut catatan, terdapat 26.280 anak yang tidak memiliki anak. . Dengan kata lain, pelaksanaan program KIA di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin masih memerlukan perbaikan. Kesadaran masyarakat dalam penerapan Kartu Tanda Penduduk Anak masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, antara lain tidak adanya petugas program pengelolaan KIA di UPTD. Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin : Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan di atas menyoroti buruknya pelaksanaan program kartu tanda penduduk anak di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu, dalam skripsi yang berjudul “Evaluasi Penyelenggaraan Program ID Anak di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin” penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi Program ID Anak di Kecamatan Talang Kelapa..

TINJAUAN PUSTAKA

Parayudi Amosudirjo, seperti yang dikutip oleh Iskandar (2002: 8), mengemukakan evaluasi adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pengukuran terhadap keseluruhan penyelenggaran terutama setelah selesai”. Sedangkan menurut Joint Comitte, evaluasi adalah penelitian yang sistematik atau teratur tentang manfaat atau guna suatu objek (Tayibnapis, 2004: 4)

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif terhadap hasil-hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi juga dapat digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya atau tidak, seandainya tidak tercapai dimanakah letak kelemahan dari kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat diperbaiki atau bahkan dihentikan sama sekali.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, Winarno (Iskandar, 2002: 165) mengemukakan

“Suatu evaluasi diperlukan untuk melihat apakah ada kegagalan dalam mencapai pelaksanaan kegiatan, disamping tentu saja melihat sejauh mana keberhasilan dapat dicapai atau untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah dijalankan meraih dampak yang diharapkan”.

Lester dan Stewart (Iskandar, 2002: 166), evaluasi adalah suatu kebijakan yang dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, yaitu:

“Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya, sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan suatu kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau criteria yang telah ditetapkan”.

Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang elevator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluan apakah dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluan apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/modifikasi, atau bahkan dihentikan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan diatas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

METODE PENELITIAN
Penelitian deskriptif adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Talang Kelapa sedang dikaji secara mendalam, sehingga penelitian menggunakan metodologi kualitatif. Menurut teori Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018), data dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa langkah, khususnya dalam tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Tabel 1. Matriks Definisi Operasional

	Variabel
	Dimensi
	Indikator

	Evaluasi Program Kartu Identitas Anak di Kecamatan Talang Kelapa
	Konteks
	Tujuan dan Manfaat

	
	
	Sasaran dan Dasar Hukum

	
	Input
	Sarana dan Prasarana

	
	
	SDM

	
	
	Dana anggaran

	
	Proses
	Syarat

	
	
	Prosedur

	
	
	Pelaksanaan

	
	Produk
	Kegiatan dilakukan tepat waktu, sasaran dan tepat jumlah

	
	
	Meningkatkan pelaksanaan program


Sumber: Stuffebeam (2003: 56)
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan temuan analisis terhadap evaluasi Program Kartu Tanda Penduduk Anak di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan program telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi..
a. Konteks

Tujuan dan manfaat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk Anak dipatuhi ketika melakukan kegiatan program identifikasi anak di Kabupaten Banyuasin. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk Anak disebutkan bahwa pemerintah menerbitkan KIA dalam rangka meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik. melayani. serta upaya menjamin pembelaan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dot Keunggulan KIA antara lain penghormatan terhadap hak anak, persyaratan pendaftaran sekolah, bukti identitas anak sebagai data pribadi pada saat membuka rekening tabungan atau tabungan di bank; ini juga berlaku pada proses pendaftaran BPJS, dan lain sebagainya. Kegiatan terkait program identifikasi anak dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan landasan hukum yang telah ditetapkan di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Disasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, kegiatan program identifikasi anak ini diperuntukkan bagi anak-anak yang belum menikah yang berusia di bawah 17 tahun. Anak-anak berusia 0 hingga 5 tahun dan anak-anak berusia 5 hingga 17 tahun berhak mendapatkan berbagai jenis KTP. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk Anak, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kependudukan, dan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, menjadi landasan hukum bagi operasional Program Kartu Identitas Anak selama ini.
b. Input
Kualitas petugas program identifikasi anak cukup baik, apalagi seluruh penanggung jawab program telah memiliki gelar sarjana dan didukung dengan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Sumber daya manusia saat ini tidak mencukupi. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, petugas Program Pengelolaan KIA belum mencukupi, hal ini menandakan hal tersebut. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya tenaga kerja di bagian service counter dan penerbitan kartu KIA yang hanya terdapat 1 (satu) agen padahal tenaga kerja yang ideal di area tersebut adalah 2 agen. empat (4) dan satu titik. Penghitung diberikan oleh anggota staf. Hanya ada satu (1) loket layanan yang tersedia. Mengingat service desk menangani seluruh dokumen, termasuk pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KIA), maka kondisi ini membuat waktu pelayanan biasanya memakan waktu lebih dari 30 menit atau cukup lama. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuasin menyediakan dana/anggaran yang cukup untuk Program Kartu Tanda Penduduk Anak. Program ID Anak Kabupaten Banyuasin memiliki anggaran sebesar Rp. 300.000.000 akan digunakan untuk membeli kartu identitas anak.

Kabupaten Banyuasin memiliki infrastruktur yang memadai dan terawat untuk program Kartu Tanda Penduduk. Prasarana dan sarana yang mendukung terlaksananya aktivitas pegawai seperti gedung perwakilan, ruangan ber-AC, pita, film printer, alat pembersih printer, white paper, pulpen, komputer, printer, dan service desk menjadi buktinya. serta pengelolaan dokumen. sertifikat status sipil di rak.
c. Proses

Diperkirakan pelamar akan menganggap persyaratan pemrosesan untuk KIA kurang berguna. Oleh karena tidak dicantumkan KTP elektronik asli orang tua atau wali pemohon beserta registrasinya, maka KIA tidak akan diterbitkan apabila dianggap tidak nyaman bagi pemohon. membawa akta kelahiran dan kartu keluarga asli, serta fotokopinya. Selama ini masih banyak orang tua yang belum memiliki KTP elektronik, bahkan ada pula yang masih memiliki KTP sementara. Selain itu, semua dokumen yang diperlukan—mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, hingga KTP elektronik—harus lengkap dan asli. Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan KIA jika tidak melengkapi persyaratan tersebut. Prosesnya dimulai dari warga menerima nomor antrian KTP, dilanjutkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) mengisi formulir permohonan dengan informasi yang diperlukan, menandatanganinya, dan menyerahkannya kepada teller; 2) teller melakukan verifikasi rincian permohonan; 3) diparaf oleh kepala dinas daerah untuk penerbitan dokumen pada dinas kependudukan dan kantor pendaftaran Kabupaten Banyuasin; 4) mencetak dokumen; dan 5) dokumen diproses dan diserahkan kepada pemohon/pemerintah kota. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin menargetkan pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) bagi 44.661 anak pemilik akta kelahiran berusia 0 hingga 17 tahun. Tercatat, dalam kurun waktu yang berakhir Februari 2021, Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuasin mengeluarkan utang fatal sebanyak 18.381 anak, sedangkan tidak sebanyak 26.143 anak. Hal ini menandakan program KIA baru terlaksana di Kabupaten Banyuasin sebesar 40%.
d. Produk

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dalam memberikan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan khususnya program tanda pengenal anak terlihat dari belum mampu mencapai tujuan kinerja khususnya yang berkaitan dengan penerbitan kartu tanda penduduk. Pemerintah kota telah mengajukan permintaan untuk menerbitkan kartu identitas anak. Untuk mendukung penerbitan kartu identitas anak, telah dilakukan perbaikan pada Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIAK) untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk penerbitan kartu identitas anak. Keberadaan SIAK dapat mempercepat penerbitan dokumen kependudukan dan menjamin efisiensi pengelolaan kependudukan. Keberadaan SIAK juga mendorong terselenggaranya pencatatan kependudukan dan pelayanan kependudukan secara cepat, akurat dan tepat guna. Program identifikasi anak telah dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Banyuasin. Hal ini menjadi bukti bahwa program identifikasi anak di Kabupaten Banyuasin semakin berkembang setiap tahunnya. Pada tahun 2017, Kartu Tanda Penduduk Anak (KIA) yang disalurkan sebanyak 1.704 buah, tahun 2018 sebanyak 16.435 buah, dan tahun 2019 sebanyak 21.099 buah..

KESIMPULAN  

Kegiatan program identifikasi anak Kecamatan Talang Kelapa dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan dasar hukum yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk Anak. Dari segi sumber daya manusia, prosedur, prasarana dan sarana yang digunakan, pelaksanaannya berhasil diselesaikan. Program identifikasi anak di Kecamatan Talang Kelapa juga diperluas setiap tahunnya. Kecamatan Talang Kelapa baru melaksanakan 40% program KTP anak karena keterbatasan dana dan sumber daya.
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